BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan

Berpijak dari deskripsi di atas, maka pada bagian ini peneliti
mendiskripsikan secara umum sebagai kajian atau input yang bermanfaat
bagi pemerintah desa oepuah selatan Kecamatan Biboki Moenleu
Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Berdasarkan hasil penelitian yang di
lakukan maka dapat di simpulkan sebagai berikut
5.1.1 Partisipasi Pikiran

Kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk proses perencanaan
pembangunan karena masih kurangnya kesadaran dan rasa mau atau rasa
memiliki dari masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari
pemerintah desa dan dalam melakukan perencanaan tidak melibatkan
masyarakat atau hanya melibatkan sebagian masyarakat dalam musdus
maupun musdes.
5.1.2 Partisipasi Tenaga

pemerintah desa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk
memberikan informasi kepada masyarakat namun banyak masyarakat yang
bertolak belakang terkait dengan program perencanaan pembangunan
tersebut akan tetapi dari aparat pemerintah desa berusaha untuk meyakinkan
masyarakat dalam memberikan informasi dan informasi tersebut juga

disampaikan pada papan informasi desa.
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5.2 Saran

1) Pemerintah Desa harus mengambil keputusan berdasarkan kompleksitas
masalah pembangunan yang terdapat di masyarakat sesuai dengan hasil
Musdus dan Musdes.

2) Perlu ada peningkatan pemahaman pemerintah desa dalam unsur
pembangunan mengenai mekanisme perencanaan pembangunan,
pentingnya perencanaan pembangunan melalui kegiatan pelatihan atau
penambahan wawasan, pendekatan yang aktif melalui kader pembangunan
kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam
proses perencanaan pembangunan.

3) Pemerintah desa dalam mengajak, membujuk dan meyakinkan masyarakat
terkait perencanaan pembangunan melalui tingkat musdus dan musdes
agar masyarakat tahu dan mau dan merasa tidak dikecewakan sehingga
tidak ada keluhan dari masyarakat, terlebin khusus dari pemilik lahan
mengenai sikap dan keputusan dari pemerintah desa terkait dengan
pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani karena pemerintah desa tidak
melibatkan masyarakat pada saat musdus dan musdes.

4) Masyarakat Desa oepuah selatan agar meningkatkan kesadaran dirinya
guna berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Partisipasi
masyarakat harusnya ditunjukkan dalam setiap tahapan pelaksanaan
pembangunan, yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan
dan tahap evaluasi. Dalam hal ini masyarakat harus membuka diri untuk

menjadi pelaku dan pengontrol pelaksanaan pembangunan Desa.
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